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Pengaturan masalah harta bersama telah di atur dalam UU. No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertolak dari
pernyataan adanya masyarakat yang berkonsultasi kepada pihak Muhammadiyah dan
Nahdjatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang pengaturan harta bersama,
bagaimana pendapat ulama kedua organisasi ini dan apa persamaan maupun
perbedaan dari pendapat mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat
ulama Muhammadiyah dan Nahdjatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang harta
bersama, serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat
diantara keduanya.

Penelitian ini adalah penelitian  hukum empiris yang bersifat deskriptif.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
Kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis Kkualitatif komparatif.

Melalui  teknik analisis kualitatif komparatif yang mencakup analisis
perbandingan antara pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdjatul Ulama (NU) di
kota Banjarmasin, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Pertama: pendapat para ulama Muhammadiyah kota Banjarmasin tentang
harta bersama. Definisi; harta benda yang diperoleh atau didapat selama masa
perkawinan, tanpa mempermasalahkan jerih payah siapa dalam pengumpulan harta
tersebut (Informan 1 dan 2) harta yang didapat dari hasil kerjasama antara suami dan
istri di dalam masa perkawinan, baik dalam usaha bersama ataupun usaha masing-
masing (Informan 3). Dasar hukum: QS. An Nisaa’ ayat 32 (Informan 1 dan 2) Pasal
35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Informan 3). Terbentuknya:
karena perkawinan (Informan 1, 2 dan 3). Pembagiannya: karena perceraian, dibagi
dua (Informan 1, 2 dan 3), karena salah satu meninggal, dibagi dua, kemudian bagian
salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan
kepada ahli waris yang berhak (Informan 1, 2 dan 3), karena suami yang berpoligami,
dibagi dua tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya
(Informan 1, 2 dan 3).

Kedua: pendapat para ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin tentang
harta bersama. Definisii harta yang diperoleh pasangan suami istri dalam
kebersamaan masa perkawinan, meskipun hanya suami yang bekerja atau sebaliknya,
atau juga suami dan istri sama-sama bekerja (Informan 1) harta yang dikumpulkan
pasangan suami istri  yang sama-sama bekerja selama dalam masa perkawinan
(Informan 2) harta yang diperoleh dari hasil kerjasama usaha antara suami dan istri di
dalam masa perkawinan (Informan 3). Dasar hukum: kaidah ushul fikih tentang adat



kebiasaan yang dapat dijadikan patokan hukum (Informan 1) perkataan dan perbuatan
sahabat Rasulullah SAW (Informan 2) qiyas kepada masalah syirkah (Informan 3).
Terbentuknya: karena istri yang juga bekerja sebagaimana suami (Informan 1, 2 dan
3). Pembagiannya: karena perceraian, dibagi dua (Informan 1) dibagi secara s}uluh
atau perdamaian (Informan 2 dan 3), karena salah satu meninggal, dibagi dua,
kemudian bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia dibagikan
sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak (Informan 1) dibagi secara s}uluh atau
perdamaian antara hak suami dan istri, setelah dibagi bagian hak suami dan istri,
maka bagian yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris
yang berhak (Informan 2 dan 3), karena suami yang berpoligami, dibagi dua tanpa
ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 1)
dilakukan secara sjuluh atau perdamaian tanpa ada pencampuran harta bersama
antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya (Informan 2 dan 3).



